
BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Pembangunan daerah, sebagai bagian integral pembangunan nasional, selain berkepentingan terhadap penyelenggaraan pembangunan sektoral nasional di daerah, juga berkepentingan terhadap pembangunan dalam dimensi kewilayahan. Dua kepentingan tersebut menjadikan aktivitas pembangunan daerah berkenaan sekaligus dengan tujuan pencapaian sasaran-sasaran sektoral nasional di daerah, dan tujuan pengintegrasian pembangunan antar sektor di dalam satu wilayah.

Dalam persepektif ini, fungsi dan peran pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menjadi sangat penting. Kunci keberhasilan pembangunan daerah adalah koordinasi dan keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan daerah, antar sektor, antara sektor dan daerah, antar Propinsi, antar Kabupaten/Kota, serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Urusan Pemerintah yang ditugaskan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan Urusan Bersama dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan Desentralisasi yang didanai dari APBD.

Keterlibatan pemerintah daerah ini menjadi sangat penting, karena pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah Provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi. 

Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan Kota, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
Dalam  pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan ke Provinsi dipertegas dalam Peraturan Pemerintah  nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, didalamnya tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat  di daerah. Dalam Peraturan yang sama disebutkan juga pada pasal 15 yaitu  Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
Seperti pada  Undang-undang 32/2004 yang mengatur Sistem Pemerintahan, maupun  aturan  lainnya  yaitu   Sistem  Pengelolaan  Keuangan Negara sebagaimana  Undang-Undang 17/ 2003,  UU 1/2004,  UU 15/2004, dan UU 33/2004, serta aturan dalam Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  sebagaimana UU  25/2004,  dan  aturan  mengenai Sistem Pembagian Tugas Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian Negara seperti yang tertuang di UU 39/2008 adalah rangkaian peraturan yang terus diacu sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan sebagaimana diatur seperti pada Peraturan Pemerintah tersebut diatas adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

 Mengacu   kepada   seluruh   aturan   perundang-undangan tersebut, diharapkan penyelenggaraan  Dekonsentrasi dan Tugas  Pembantuan di Jawa Timur Tahun 2012 dengan total anggaran sebesar Rp 31,222,743,822,409 dan realisasi penyerapan sebesar Rp 28,682,076,863,999 atau 91.86 %   dari total anggaran  selain dapat mendukung upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan pelayanan di berbagai bidang, juga pelaksanaannnya dapat  dipertanggung jawabkan dengan baik. 
Untuk melaksanakan pertanggungjawaban yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006, maka dalam pengendalian pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Gubernur sebagai wakil Pemerintah  melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja sesuai tugas dan kewenangannya.  Oleh karenanya sesuai Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007, seluruh dana APBN juga disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 

1. Dasar  Hukum
· Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintah Daerah;
· Undang-undang nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;

· Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

· Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

· Peraturan Pemerintah nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;

· Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

· Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

· Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat ; 

· Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;

· Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

· Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ;

· Surat Edaran Bersama Menteri tanggal 18 November 2010 tentang Peningkatan Efektifitas Program dan Kegiatan Kementrian/Lembaga Kementrian di daerah serta Peningkatan peran aktif Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi ;
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Sebagaimana dimaklumi, Peraturan Pemerintah Nomor  7  Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan  Tugas Pembantuan, dan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  156 Tahun  2008  yang  disempurnakan  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor   248 Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Dana  Dekonsentrasi   dan  Dana  Tugas Pembantuan,  telah  mengatur  tentang  hal-hal  terkait  dengan  pola  dan  mekanisme pendanaan  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  yang  wajib  diikuti  oleh  seluruh penyelenggara kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Adapun  Pendanaan  Tugas Pembantuan melalui Kementerian/Lembaga yang mengalokasikan dana Tugas Pembantuan di Prov. Jatim Tahun 2012 sebagaimana diuraikan pada bagan dan grafik 1.1  sebagai berikut :

Grafik 1.1
Realisasi Keuangan Dan Kemajuan Fisik Kementrian/Lembaga Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 Di Prov. Jatim 
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Sumber : SKPD Pengelola di Prov. Jatim
Tabel  5.1
Rincian pagu, realisasi  Kementrian/Lembaga Dana Tugas Pembantuan Di Prov. Jatim Tahun 2012

	KEMENTERIAN/
LEMBAGA
	NAMA SKPD
	PAGU 
(RP)
	REALISASI
(RP)
	REALISASI FISIK (%)

	
	
	
	
	

	Kementrian Pekerjaan Umum
	Dinas Bina Marga  Prov. Jawa Timur
	113.029.192.005
	11.,005.974.635
	100

	
	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Prov. Jatim
	22.590.000.000
	18.446.407.000
	98

	
	Dinas Pu Pengairan Prov. Jatim
	55.292.220.000
	53.566.333.532
	100

	Kementrian Pertanian
	Dinas Perkebunan Prov. Jatim
	73.716.060.000
	69.811.256.275
	97.02

	
	Dinas Pertanian Prov. Jatim
	189.290.000.000
	186.227.000.500
	100

	
	Dinas Peternakan Prov. Jatim
	183.104.500.000
	176.132.643.683
	95.77

	Kementrian  Kebudayaan Dan Pariwisata
	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Prop. Jatim (DK)
	86.985.000
	47.898.800
	100

	Kementrian Kelautan Dan Perikanan
	Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Jatim
	24.113.000.000
	23.711.553.200
	100

	Kementrian Sosial
	Dinas Sosial Prov. Jatim
	1.003.708.000
	912.968.550
	100

	Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan Prov. Jatim
	11.193.132.000
	7.123.197.870
	85

	TOTAL
	673.418.797.005
	648.985.234.045
	87.877


Sumber : SKPD Pengelola di Prov. Jatim
Pada Tabel 5.1 terdapat 6 (enam)  Kementerian/Lembaga  yang mengalokasikan dana Tugas Pembantuan di Prov. Jatim. Dari total pagu yang dialokasikan yaitu sebesar  Rp 673.418.791.005,00 realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 648.985.234.045,00 atau 96.4 %.

Alokasi dana Tugas Pembantuan yang tertinggi adalah dari Kementerian/Lembaga Pertanian yaitu sebesar Rp 189.290.000.000,00  atau 28.1% dari total  pagu dana Tugas Pembantuan di Prov. Jatim, Selanjutnya  yang terendah  dari Kementerian /lembaga Kementrian  Kebudayaan Dan Pariwisata sebesar Rp 86.985.000,00 atau sebesar 0.01% dari total pagu.  
Pemerintah Prov. Jatim selain  melaksanakan Tugas Pembantuan yang diperoleh sebagai penugasan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat juga melaksanakan dana  Urusan Bersama (UB) yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota  dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Nomor : 900/7180/PMD Tanggal 8 Desember 2011,  perihal Daftar Lokasi dan Alokasi BLM Untuk PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012.
Dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-MP, Kabupaten  diminta menyediakan DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama)  sebesar 20% dan dana Pembinaan Administarsi Proyek (PAP) 5% dari total Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Adapun alokasi dana Urusan Bersama yang diterima oleh Kabupaten/Kota secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut :
Grafik 1.2
Realisasi  Keuangan Kementrian/Lembaga  Dana Urusan Bersama 
Tahun 2012 Di Prov. Jatim
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Sumber : Kanwil Perbendaharaan Prov. Jatim
Grafik 1.3
Realisasi  Keuangan Kementrian Dalam Negeri Dana Urusan Bersama [image: image3.png]100.00
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Sumber : Kanwil Perbendaharaan Prov. Jatim
Grafik 1.4
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Realisasi  Keuangan Kementrian Pekerjaan Umum Dana Urusan Bersama 

Tahun 2012 Di Prov. Jatim
Sumber : Kanwil Perbendaharaan Prov. Jatim
Tabel 5.2
Rincian Pagu dan  Realisasi  Keuangan Dana  Urusan Bersama   
Tahun 2012 Kabupaten/Kota di Prov. Jatim 
	NAMA KAB. KOTA
	PAGU (Rp)
	REALISASI

	
	
	Rp
	%

	KEMENTRIAN DALAM  NEGERI
	750,600,248,000
	746,469,749,230
	99.45

	1
	Kab. Bangkalan
	30,730,171,000
	30,726,409,000
	99.99

	2
	Kab. Banyuwangi
	22,488,455,000
	22,470,740,750
	99.92

	3
	Kab. Blitar
	24,923,894,000
	24,917,569,000
	99.97

	4
	Kab. Bojonegoro
	50,300,045,000
	50,221,168,000
	99.84

	5
	Kab. Bondowoso
	35,433,616,000
	35,421,789,000
	99.97

	6
	Kab. Gresik
	15,046,508,000
	14,995,303,000
	99.66

	7
	Kab. Jember
	51,068,777,000
	51,046,402,000
	99.96

	8
	Kab. Jombang
	20,669,195,000
	20,663,993,000
	99.97

	9
	Kab. Kediri
	29,225,263,000
	29,194,311,500
	99.89

	10
	Kab. Lamongan
	29,465,312,000
	29,454,247,000
	99.96

	11
	Kab. Lumajang
	22.367.079.000
	20.067.079.000
	87.86

	12
	Kab. Madiun
	13,758,813,000
	13,754,433,400
	99.97

	13
	Kab. Magetan
	12,386,908,000
	12,347,885,200
	99.68

	14
	Kab. Malang
	26,804,584,000
	26,798,414,000
	99.98

	15
	Kab. Mojokerto
	14,366,984,000
	14,334,284,000
	99.77

	16
	Kab. Nganjuk
	20,778,318,000
	20,754,708,000
	99.89

	17
	Kab. Ngawi
	25,239,622,000
	25,209,139,900
	99.88

	18
	Kab. Pacitan
	15,885,879,000
	15,872,921,300
	99.92

	19
	Kab. Pamekasan
	27,454,717,000
	27,418,279,000
	99.87

	20
	Kab. Pasuruan
	33,817,370,000
	33,750,309,250
	99.80

	21
	Kab. Ponorogo
	26,809,710,000
	26,746,110,000
	99.76

	22
	Kab. Probolinggo
	31,499,868,000
	31,486,816,000
	99.96

	23
	Kab. Sampang
	41,595,387,000
	41,594,762,000
	100.00

	24
	Kab. Sidoarjo
	3,425,933,000
	3,358,461,500
	98.03

	25
	Kab. Situbondo
	28,456,313,000
	28,402,831,500
	99.81

	26
	Kab. Sumenep
	37,883,126,000
	37,785,326,550
	99.74

	27
	Kab. Trenggalek
	18,276,381,000
	18,272,364,500
	99.98

	28
	Kab. Tuban
	25,542,980,000
	25,421,934,600
	99.53

	29
	Kab. Tulungagung
	12,391,096,000
	12,193,182,280
	98.40

	KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM
	225,720,000,000
	223,707,500,000
	99.11

	1
	Kab. Bangkalan
	1,950,000,000
	1,950,000,000
	100.00

	2
	Kab. Banyuwangi
	6,365,000,000
	6,365,000,000
	100.00

	3
	Kab. Blitar
	4,845,000,000
	4,845,000,000
	100.00

	4
	Kab. Bojonegoro
	2,375,000,000
	2,375,000,000
	100.00

	5
	Kab. Bondowoso
	2,622,500,000
	2,622,500,000
	100.00

	6
	Kab. Gresik
	8,312,500,000
	8,170,000,000
	98.29

	7
	Kab. Jember
	9,222,500,000
	9,087,500,000
	98.54

	8
	Kab. Jombang
	13,632,500,000
	13,632,500,000
	100.00

	9
	Kab. Kediri
	6,175,000,000
	6,175,000,000
	100.00

	10
	Kab. Lamongan
	3,230,000,000
	3,230,000,000
	100.00

	11
	Kab. Lumajang
	1,757,500,000
	1,757,500,000
	100.00

	12
	Kab. Madiun
	2,402,500,000
	2,402,500,000
	100.00

	13
	Kab. Magetan
	5,502,500,000
	5,502,500,000
	100.00

	14
	Kab. Malang
	12,255,000,000
	12,255,000,000
	100.00

	15
	Kab. Mojokerto
	14,982,500,000
	14,960,000,000
	99.85

	16
	Kab. Nganjuk
	9,920,000,000
	9,740,000,000
	98.19

	17
	Kab. Pacitan
	4,262,500,000
	4,262,500,000
	100.00

	18
	Kab. Pamekasan
	2,375,000,000
	2,375,000,000
	100.00

	19
	Kab. Pasuruan
	5,670,000,000
	5,670,000,000
	100.00

	20
	Kab. Ponorogo
	3,325,000,000
	3,325,000,000
	100.00

	21
	Kab. Probolinggo
	8,935,000,000
	8,935,000,000
	100.00

	22
	Kab. Sidoarjo
	26,600,000,000
	26,577,500,000
	99.92

	23
	Kab. Situbondo
	6,000,000,000
	6,000,000,000
	100.00

	24
	Kab. Sumenep
	2,535,000,000
	2,505,000,000
	98.82

	25
	Kab. Trenggalek
	990,000,000
	980,000,000
	98.99

	26
	Kab. Tuban
	2,137,500,000
	2,137,500,000
	100.00

	27
	Kab. Tulungagung
	9,880,000,000
	9,880,000,000
	100.00

	28
	Kota Batu
	2,375,000,000
	2,375,000,000
	100.00

	29
	Kota Blitar
	2,280,000,000
	2,280,000,000
	100.00

	30
	Kota Kediri
	3,330,000,000
	3,330,000,000
	100.00

	31
	Kota Madiun
	3,797,500,000
	2,327,500,000
	61.29

	32
	Kota Malang
	7,695,000,000
	7,695,000,000
	100.00

	33
	Kota Mojokerto
	1,572,500,000
	1,572,500,000
	100.00

	34
	Kota Pasuruan
	3,610,000,000
	3,610,000,000
	100.00

	35
	Kota Probolinggo
	3,087,500,000
	3,087,500,000
	100.00

	36
	Kota Surabaya
	19,712,500,000
	19,712,500,000
	100.00


Sumber : Kanwil Perbendaharaan Prov. Jatim
Dari Tabel 1.2 Dana Urusan Bersama yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat di 29 Kabupaten yang dialokasikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebesar  Rp. 750,600,248,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 746.469.749.230,00  atau 99.45%. 

Sedangkan untuk total pagu anggaran yang di alokasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum di 36 Kabupaten/Kota sebesar                              Rp 225.720.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 223.707.500.000,00 atau 99.11%.
Selanjutnya ntuk pelaksanaan dana Dekonsentrasi Kementerian/Lembaga yang dialokasikan di Prov. Jatim sebagaimana tercantum pada Tabel 1.3. berikut ini :
Grafik 1.3
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Realisasi Keuangan Dan Fisik Kementrian/Lembaga Dana  Dekonsentrasi Tahun 2012  Di Prov. Jatim
Sumber : SKPD Pengelola di Prov. Jatim
Tabel 5.3
Rincian Pagu, Realisasi Keuangan Dan Fisik Kementrian/Lembaga Dana Dekonsentrasi Tahun 2012 Di Prov. Jatim
	NAMA KEMENTRIAN/ LEMBAGA
	NAMA SATKER
	PAGU
	REALISASI
	REALISASI FISIK

	
	
	
	RP
	%
	

	Arsip Nasional Republik Indonesia
	Badan Perpustakaan Dan Kearsipan  Prov. Jatim
	147.706.000
	146.918.950
	99.47
	100

	Badan Koordinasi Penanaman Modal
	Badan Penanaman Modal Prov. Jatim
	500.000.000
	495.541.970
	99.11
	100

	Kementrian  Kebudayaan Dan Pariwisata
	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Prop. Jatim
	5.336.985.000
	5.156.992.000
	96.63
	100

	Kementrian Dalam  Negeri
	Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Jatim
	81.956.757.000
	75.910.690.950
	92.62
	92,62

	Kementrian Dalam  Negeri
	Badan Pendidikan Dan Pelatihan Prov. Jatim
	279.600.000
	253.915.000
	90.81
	90,81

	Kementrian Dalam  Negeri
	Bappeda Prov. Jatim
	1,557,940,000
	1,211,310,848
	77.75
	77.75

	Kementrian Dalam  Negeri
	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Prov. Jatim
	262.500.000
	251.160.000
	95.68
	100

	Kementrian Dalam  Negeri
	Sekretariat Daerah Prov. Jatim
	8.767.325.000
	6.662.116.210
	75.99
	86,70

	Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral
	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim
	657.460.000
	657.435.900
	100.00
	100

	Kementrian Kehutanan
	Dinas  Kehutanan  Prov. Jatim
	5.413.429.000
	5.282.565.470
	97.58
	100

	Kementrian Kelautan Dan Perikanan
	Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Jatim
	19.982.055.000
	17.929.537.824
	89.73
	90,13

	Kementrian Kesehatan
	Dinas Kesehatan Prov. Jatim
	44.377.981.000
	37.940.346.759
	85.49
	100

	Kementrian Pekerjaan Umum
	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Prov. Jatim
	5.762.473.000
	4.916.976.050
	85.33
	100

	Kementrian Pendidikan Nasional
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Jawa Timur
	1.251.925.285.000
	1.187.893.044.606
	94.89
	100

	Kementrian Perdagangan
	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Prov. Jatim
	2.770.690.000
	2.709.638.241
	97.80
	97,8

	Kementrian Perindustrian
	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Jawa Timur
	7.901.389.000
	7.758.745.338
	98.19
	98,19

	Kementrian Pertanian
	Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur
	32.112.000.000
	29.597.025.734
	92.17
	97.00

	Kementrian Pertanian
	Dinas Perkebunan Prov. Jatim
	4.658.825.000
	4.089.291.100
	87.78
	97,32

	Kementrian Pertanian
	Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur
	215.050.050.000
	204.226.162.479
	94.97
	100

	Kementrian Pertanian
	Dinas Peternakan Prov. Jatim
	43.259.037.000
	29.209.304.464
	67.52
	72.70

	Kementrian Sosial
	Dinas Sosial Prov. Jatim
	30.026.671.000
	29.070.227.926
	96.81
	100

	Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Prov. Jawa Timur
	38.409.048.000
	35.993.812.887
	93.71
	100

	Kementerian Negara Koperasi Dan Ukm
	Dinas Koperasi Dan Pkm  Prov. Jatim
	11.129.604.000
	10.655.156.400
	95.74
	100

	Kementerian Negara Lingkungan Hidup
	Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim
	3.198.855.000
	2.682.223.250
	83.85
	100

	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Prov. Jatim
	2.710.753.000
	2.169.309.400
	80.03
	100

	Kementerian Negara Pemuda Dan Olah Raga
	Dinas Pemuda Dan Olah Raga Prov. Jatim
	4.929.484.000
	4.901.902.500
	99.44
	99,56

	Kementerian Negara Perumahan Rakyat
	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Prov. Jawa Timur
	678.044.000
	632.915.900
	93.34
	100

	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
	Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Prov. Jatim
	5.454.421.000
	5.401.548.695
	99.03
	100

	JUMLAH
	1,829,216,367,000
	1,713,805,816,851
	93.69
	96.45


Sumber : SKPD Pengelola di Prov. Jatim
Alokasi anggaran Dekonsentrasi di Prov. Jatim tahun 2012 adalah sebesar Rp 1,829,216,367,000 Dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp 1,713,805,816,851 atau sebesar 93.69 %.

Adapun alokasi dana terbesar untuk kegiatan dekonsentrasi adalah dari kementrian Pendidikan Nasional yaitu sebesar 68.44% dari total dana dekonstrasi di Prov. Jatim dan  pengalokasian yang terrendah  dari Kementerian/lembaga        Arsip     Nasional    Republik    Indonesia sebesar   Rp 147.706.000 atau sebesar 0.008% dari total pagu. 

3. Permasalahan dan Solusi Pemecahan :
Beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian dalam rangka perbaikan pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan  di tahun mendatang adalah : 

Sisi  Perencanaan dan Penganggaran :
· Kurang terintegrasinya Dana APBN ke dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional dan Daerah ;
· Perlu ditingkatkan fungsi  koordinasi untuk pengelola dana APBN antara SKPD Provinsi, dan antara Provinsi – Kabupaten/Kota dan instansi vertikal pengelola dana APBN ; 
· Masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak diusulkan tapi teralokasikan artinya usulan yang disampaikan belum sesuai dengan yang dialokasikan atau masih top down  ; 
Sisi Evaluasi dan Pelaporan :

· SKPD pengelola dana APBN masih sering menyampaikan langsung laporan pelaksanaan ke Kementerian/Lembaga teknis terkait dan tidak menyampaikan tembusan Laporan  Triwulan kepada Bupati/Walikota, sehingga penyampaian laporan  dari Bupati/Walikota kepada Gubernur tidak ada, hal ini salah satunya disebabkan oleh beragamnya format pelaporan yang dikeluarkan oleh masing-masing Kementrian/Lembaga ;

· Keterbatasan SDM yang menguasai aplikasi pelaporan yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI)  dan Peraturan Pemerintah 39/2006 yang disebabkan terjadinya mutasi pada personil Pengelola Kegiatan, dan penggantinya belum menguasai sistem aplikasi pelaporan sehingga berdampak penyampaian pelaporan mengalami keterlambatan ;

· Mekanisme pengendalian dan evaluasi belum dapat berjalan dengan optimal, sehingga belum dapat memberikan rekomendasi tentang keberlangsungan program/kegiatan yang berakibat belum efektifnya capaian program yang dilaporkan, oleh karena itu hasil evaluasi belum maksimal digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya.  
Pemecahan Masalah

· Memantapkan koordinasi antara Pusat-Daerah, antar SKPD Provinsi, dan antara Provinsi-Kabupaten/Kota pengelola APBN secara berkelanjutan mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi dalam rangka penguatan kapasitas aparatur dalam melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien; 

· Regulasi yang akan disusun Tim Pusat dalam konteks perencanaan dan penganggaran dana APBN agar tetap merujuk dan mengintegrasikan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi  dan Tugas Pembantuan  serta Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat terpadu dan terintegrasi serta saling terkait dalam satu kesatuan antara APBN dengan APBD nya;

· Kementrian/Lembaga melalui tim pusat agar tertib dalam menyampaikan informasi pagu anggaran dan program kepada Gubernur sebagaimana ketentuan dalam PP 7 tahun 2008 termasuk juklak dan juknis.

· Memantapkan peran Bappeda sebagai koordinator penyelenggaraan Kegiatan APBN lingkup Kementran/Lembaga terutama dalam hal penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan;  

· Dalam proses perencanaan, Bappeda Provinsi hendaknya dilibatkan sehingga hasilnya dapat dibahas sebagai bahan pada rapat koordinasi;

· Perlunya penyeragaman format pelaporan dengan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pelaporan APBN berbasis situs web (e-monev)

· Konsistensi Tim Pusat terhadap pemberian insentif dan disentif  sesuai aturan yang berlaku kepada pengelola  APBN dalam menyampaikan laporan.

· SKPD Provinsi dan Bappeda Kabupaten/kota, serta instansi vertikal, sesuai ketentuan yang ada harus tertib dan konsisten dalam menyampaikan laporan kinerjanya secara triwulan kepada Gubernur Cq Bappeda Provinsi. 
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